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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751) 7054804 Padang
email : bkd@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 800/4279/BKD-2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang ! 1. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU)
merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan;

2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal
4 Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026;

3. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf
a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun
2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat;

11.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun
2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

13.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun
2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1899 tentang Akuntabilitas

Memperhatikan : Kinerja Instansi Pemerintah;



Menetapkan

Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN

: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat Tahun
2022-2026,

. Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat ini, merupakan acuan ukuran kinerja
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun
rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Padang
Pada tanggal : 8 Juli 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

" pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003
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